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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Ruang berita berbagai media masa hampir setiap hari dipadati oleh berita-berita 

tentang sekandal-sekandal korupsi yang tengah merajarela di Indonesia. 

Pelakunya, mulai dari para pejabat setingkat kepala desa atau lurah sampai pada 

pejabat setingkat mentri atau setingkat pimpinan lembaga tinggi negara
1
. 

Demikian juga kerugian negara yang ditimbulkan oleh korupsi itu, mulai dari 

kasus-kasus korupsi yang menjarah keuangan negara yang bernilai puluhan juta 

rupiah hingga kasus-kasus korupsi yang menjarah keuangan negara bernilai 

triliunan rupiah. Sementara itu, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

Johan Budi dalam wawancara di Metro TV tanggal 18 Juli 2013 menerangkan 

bahwa sejak berdirinya hingga sekarang ini KPK baru berhasil mengembalikan 

kerugian Negara dari para koruptor kurang lebih Rp 1 triliun. 

 

Berita-berita tentang sekandal-sekandal korupsi ini telah memancing reaksi yang 

beragam di masyarakat, mulai dari bentuknya yang lunak hingga reaksi-reaksi 

yang keras (tirani), diantaranya demonstrasi-demonstrasi menuntut 

pertanggungjawaban para koruptor yang diikuti dengan tindakan-tindakan 

                                                           
1
 Metro TV, 4 Oktober 2013, Penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Muhtar. 
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perusakan, sehingga kerap kali menimbulkan kerugian yang cukup besar.
2
 

Kenyataan juga menunjukkan bahwa reaksi-reaksi yang bersifat spontanitas dan 

tidak memiliki target yang jelas, dibarengi dengan tindakan tirani, bahkan tidak 

jarang ditumpangi dengan kepentingan-kepentingan politik tertentu, sehingga 

reaksi-reaksi demikian kecil manfaatnya bagi usaha pemberantasan tindak pidana 

korupsi di Indonesia oleh karena itu reaksi-reaksi yang bersifat emosional dan 

tidak rasional ini harus dihentikan, yaitu dengan cara mengembalikan 

kepercayaan masyarakat bahwa cara penyelesaian yang terbaik dan lebih beradap 

adalah dengan menggunakan jalur hukum.
3
 

 

Seperti yang telah dikemukakan di atas, usaha untuk menempuh cara yang 

beradab tersebut tidaklah mudah namun hanya itulah cara yang tersedia, artinya 

jika segenap elemen bangsa gagal dalam menggunakan hukum sebagai alat 

penyelesai masalah maka yang berkembang adalah cara-cara penyelesaian yang 

bersifat tirani.
4
 Demikian pula sebaliknya, semakin mampu bangsa ini 

menggunakan hukum sebagai cara penyelesaian masalah maka semakin kecil pula 

penggunaan cara-cara tirani dalam penyelesaian masalah bangsa. Kiranya jelas 

bahwa orientasi studi ini adalah dalam rangka mencari cara penyelesaian yang 

                                                           
2
 Metro TV, 9 Desember 2012, Peringatan Hari Anti Korupsi. 

3
 Moh Jamin, 2000, dalam kumpulan karya ilmiah yang berjudul Wajah Hukum di era Reformasi, 

Dalam rangka menyambut 70 tahun Prof. Dr. Satjipto Raharjo, S,H., PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, Hlm 111. Dimana mengutip Mardjono Reksodiputro yang pada intinya menjelaskan 

bahwa pelayanan  peradilan sangat mempengaruhi rasa hormat terhadap system peradilan, yang 

mencakup sistem administrasi peradilan serta moral dan mutu intelektual hakim dalam memutus 

perkara. 
4
 Ibid, Hlm 112. Dimana mengutip Sudjono Dirdjosisworo, dimana menjelaskan bahwa 

ketidakpercayaan terhadap hukum dan institusinya yang kemudian diekspresikan dalam bentuk 

pengadilan massa dapat pula dilihat sebagai bentuk pembangkangan sipil untuk menuntut 

perubahan hukum. 
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beradab dalam upaya memberantas kejahatan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) 

di Indonesia yang semakin merajalela. 

Jika diperhatikan secara seksama reaksi-reaksi yang muncul di masyarakat itu 

membawa pesan khusus agar seluruh elemen bangsa memiliki sikap yang sama 

yaitu sikap keras kepada para koruptor. Pesan khusus ini juga ditanggapi oleh 

para pembentuk undang-undang (Pemerintah dan DPR) yaitu dengan cara 

menerbitkan beberapa perundang-undangan baru yang sifatnya “keras” terhadap 

para koruptor untuk menggantikan perundang-undangan yang lama yang dinilai 

lunak dalam menghadapi para koruptor. Sikap keras yang dimaksud diantaranya 

tercermin dalam penggunaan sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan 

perundang-undangan yang lama. 

  

Kenyataannya sikap keras sebagaimana yang diinginkan oleh berbagai elemen 

masyarakat dan para pembentuk Undang-Undang, tidak begitu saja diikuti oleh 

para hakim di semua tingkat pengadilan. Hal ini tampak dari berlanjutnya reaksi-

reaksi masyarakat dan munculnya tanggapan-tanggapan dari para pakar yang pada 

intinya menilai bahwa sebagian besar hakim di Indonesia tidak reformis (status 

quo). Salah satu tolak ukur yang dipakai oleh para pemerhati adalah putusan 

pemidanaan hakim yang dinilai tidak mengandung aspek-aspek pembaharuan 

(reformasi), sehingga tidak ada bedanya jika dibandingkan dengan putusan-

putusan hakim pada masa sebelum reformasi. Oleh sebab itu, banyak kalangan 

yang menilai bahwa gerakan pemberantasan korupsi Indonesia berjalan di tempat, 

serta menuding para hakimlah sebagai penyebab utamanya.
5
 

                                                           
5
 Ibid. 
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Pernyataan yang menyatakan para hakim sebagai satu-satunya sebab kegagalan 

dalam upaya penanganan korupsi melalui penggunaan sarana penal (hukum 

pidana) juga patut diragukan. Oleh sebab itu, untuk tidak terjebak dengan 

pendapat yang bersifat spekulatif maka penulis mengambil langkah dengan 

melakukan studi yang berangkat dari pandangan (pendekatan) yang holistis, serta 

berangkat dari asumsi bahwa para hakim bukanlah satu-satunya aktor yang paling 

menentukan gerak langkah pemberantasan korupsi.
6
 Dengan kata lain, para hakim 

hanyalah salah satu saja dari kelompok sosial yang ada dalam masyarakat 

pengadilan, artinya selain para hakim masih ada kelompok-kelompok sosial lain 

yang saling mempengaruhi dalam komunitas pengadilan.
7
 Oleh karena itu hasil 

kerja pengadilan tidak dapat dinilai sebagai prestasi kerja para hakim semata, 

melainkan hasil kerja sama antara hakim dan komunitas pengadilan lainnya, 

dalam artian yang positive dan negative. 

 

Sesungguhnya pengambilan putusan di Pengadilan yang dilakukan oleh hakim 

yang independen melalui suatu proses, baik proses  administrasi perkara maupun 

proses persidangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) proses-proses tersebut tercantum dalam Bab XVII (Upaya Hukum 

Biasa). 

 

                                                           
6
 Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia, 

Universitas Dipoenogoro, Hlm 8. Dimana mengutip Muladi, yang pada intinya mengemukakan 

bahwa telah terjadi kerusakan sistemik (“systemic Danage”) atas kekuasaan kehakiman di 

indonesia baik yang berkaitan dengan aspek struktural institusional, aspek subtantif-instrumental 

maupun aspek kultural. 
7
 Marjono Reksodiputro, 1997, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan 

Keadilan dan Pengabdian Masyarakat,  Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 

Hlm 4. 
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Pada Pasal 233 diatur bahwa permintaan banding sebagaiman dimaksud dalam 

pasal 67 dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi baik oleh Terdakwa atau Jaksa 

Penuntut Umum (JPU), dapat diterima oleh panitera Pengadilan Negeri dalam 

jangka waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan. Dalam hal Pengadilan Negeri 

menerima permintaan tersebut baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun JPU 

atau kedua-duanya sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan 

dari pihak satu pada pihak yang lainnya.  

 

Pada Pasal 234 diatur bahwa apabila tenggang waktu yang telah ditentukan telah 

lewat tanpa adanya permintaan banding baik dari Terdakwa maupun JPU maka 

yang bersangkutan dinyatakan menerima putusan. Maka panitera mencatat dan 

membuat akta mengenai hal tersebut, dan melekatkan akta tersebut pada berkas 

perkara. 

 

Pada Pasal 236 diatur  bahwa selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari 

semenjak permintaan banding diajukan, panitera mengirimkan salinan putusan 

Pengadilan Negeri, berkas perkara, serta surat bukti kepada Pengadilan Tinggi. 

Selama tujuh hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi pemohon 

banding wajib diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut 

di Pengadilan Negeri. Dalam hal pemohon banding dengan jelas menyatakan akan 

mempelajari berkas perkara Pada Pengadilan Tinggi, maka pemohon wajib 

diberikan kesempatan untuk mempelajarinya. 

 

Pada Pasal 237 diatur bahwa selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa 

suatu perkara pada tingkat banding, maka terdakwa atau kuasa hukumnya atau 
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jaksa penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau Kontra memori 

banding kepada Pengadilan Tinggi. 

 

Pada Pasal 238 diatur bahwa pemeriksaan pada Tingkat Banding sekurang 

kurangnya dilakukan oleh tiga orang hakim. Wewenang melakukan penahanan 

beralih pada Pengadilan tinggi, selama tiga hari semenjak berkas perkara diterima 

Pengadilan Tinggi wajib mempelajarinya dan memutuskan terdakwa perlu ditahan 

atau tidak. Jika dipandang perlu Pengadilan Tinggi mendengar sendiri keterangan 

dari Terdakwa atau saksi atau Jaksa Penuntut Umum dengan menjelaskan secara 

singkat melalui surat panggilan kepada mereka mengenai apa yang ingin 

diketahui. 

 

Berdasarkan UU RI No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi, terdapat pembatasan waktu dalam hal memutus perkara korupsi baik 

pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, Tingkat Banding, dan 

Tingkat Kasasi. Hal ini menunjukkan bahwa, penekanan dalam kecepatan dalam 

memutus perkara korupsi dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi.  

 

Akan tetapi aplikasinya di dalam praktik terdapat proses-proses yang tidak 

berjalan sesuai dengan rancang bangun formalnya dimana dapat menghambat 

proses persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa,  proses-proses tersebut ikut 

andil dalam menentukan bagaimana putusan yang akan dijatuhkan. Sebaliknya 

putusan yang  dirasakan adil oleh masyarakat sangat tergantung juga dari proses 

persidangan yang adil, taransparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Sebagaimana dikatakan keadilan prosedural berkaitan dengan hukum acara dan 
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dengan sendirinya akan berkaitan pula dengan administrasi teknis perkara dan 

persidangan.  

 

Sejalan dengan cara pandang yang penulis gunakan dalam studi ini, yaitu tidak 

memandang hakim sebagai faktor tunggal (singgel factor) melainkan melihat 

hakim sebagai salah satu faktor dari sekian faktor yang menentukan keberhasilan 

upaya pemberantasan korupsi, maka untuk memperoleh jawaban yang benar maka 

fokus studi ini adalah mengamati dengan seksama Praktik Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi pada Tingkat Banding. Dari penggambaran itu akan dapat 

diketahui sumbangan serta keterkaitan dari bagian perbagian dalam komunitas 

terhadap kinerja Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dengan kata lain tidak 

melihat baik buruknya hasil kerja pengadilan TIPIKOR sebagai prestasi kerja para 

hakim semata. 

 

Arti pentingnya menjadikan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sebagai objek 

studi adalah sebagaimana terkait dengan fungsi pengawasan dan pembinaan yang 

harus dilakukannya. Dengan kata lain, seberapa baiknya perubahan yang terjadi 

pada pengadilan tersebut dalam menyikapi tuntutan reformasi dalam upaya 

penanggulangan tindak pidana korupsi, sangat bergantung pada baik buruknya 

pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pengadilan tersebut, baik 

fungsi pengawasan ke dalam lembaga itu sendiri, maupun fungsi pengawasan dan 

pembinanan ke bawah yaitu pengadilan tindak pidana korupsi di bawahnya. 

Segenap uraian diatas penulis kemas kedalam karya tulis ini yaitu “Analisis 
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Praktik Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Banding (Studi 

di Pengadilan Tinggi Tajung Karang)”. 

 

B. Permasalahan dan Ruang lingkup 

1. Permasalahan 

Karya tulis ini dalam rangka menjawab permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah praktik penyelenggaraan administrasi pengadilan tindak 

pidana korupsi pada tingkat banding. 

b. Apakah pengaruh praktik penyelenggaraan administarasi pengadilan 

terhadap putusan hakim dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi 

pada tingkat banding. 

 

2. Ruang Lingkup 

 

Agar karya tulis ini dapat terarah kepada permasalahan yang dikemukakan, 

maka ruang lingkup pada permasalahan ini terbatas pada kajian hukum pidana 

yang meliputi, praktik pelaksanaan administrasi pengadilan dalam proses 

pemberkasan, serta pengaruhnya terhadap kinerja hakim pada proses 

persidangan. Proses yang dimaksud terdiri dari tahap mempelajari berkas, 

tahap sidang permusawaratan hakim, dan tahap putusan hakim, menurut 

KUHAP dan UU RI No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi selama tahun 2013 pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. 
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C. Tujuan dan Kegunaan penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Mengetahui praktik pelaksanaan administrasi pengadilan dalam kaitannya 

dengan semangat reformasi pemberantasan tindak pidana korupsi pada 

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. 

b. Mengetahui peran para hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan 

Tinggi Tanjung Karang dalam mengakomodir tuntutan reformasi dalam 

penanggulangan kejahatan korupsi. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan praktis, yaitu: 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, peneliti berharap agar hasil dari penelitian ini dapat 

mengetahui sekaligus menganalisis keterkaitan fungsi administrasi 

pengadilan terhadap kinerja para hakim dalam memeriksa, mengadili, dan 

memutus perkara TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. 

b. Kegunaan Peraktis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperbaiki 

penyelenggaraan administrasi pengadilan sehingga dapat membantu 

mengefektifkan penanggulangan kejahatan korupsi di Indonesia. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi para hakim dalam 

memberikan putusan yang sesuai dengan politik hukum yang 

melatarbelakangi perundang-undangan dalam pemberantasan tindak 

pidana korupsi. 
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D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

 

Kejahatan korupsi di Indonesia sebetulnya bukanlah fenomena yang aktual  

(terbaru) artinya potensi untuk melakukan kejahatan korupsi selalu ada di 

tengah masyarakat Indonesia baik itu dimasa penjajahan, dimasa orde lama, 

dimasa orde baru, maupun di masa reformasi. Perbedaannya dari masa kemasa 

adalah menyangkut masalah modus operandi, akibat yang ditimbulkannya 

bagi masyarakat banyak, dan reaksi masyarakat atas akibat yang 

ditimbulkannya. Artinya, sebelum orde reformasi masalah korupsi tidak 

banyak dibicarakan di tengah masyarakat, bahkan pembicaraan masalah 

korupsi yang akan bersinggungan dengan para penguasa kerap kali akan 

berhadapan dengan sistem hukum yang represif (menindas)
8
. Lebih dari itu, 

demi melindungi kepentingan rezim orba, maka POLRI dan TNI pada masa 

itu diperbolehkan menggunakan kekerasan secara mebabi buta terhadap 

kelompok-kelompok sosial yang berani menentang kebijakan penguasa Orba
9
. 

 

Berbeda halnya dengan kondisi sosial di era reformasi sekarang ini, yang 

beberapa cirinya adalah adanya keterbukaan informasi, menguatnya tuntutan 

                                                           
8
 Samuel Gultom, 2003, Mengadili Korban – Peraktek Pembenaran Terhadap Kekerasan Negara,  

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Jakarta, Hlm 18. Mengupas secara mendalam 

mengenai peran peradilan Indonesia selama di bawah tekanan rezim orba, dimana keberadaan 

peradilan pidana tidak lebih dari sekedar institusi yang berfungsi untuk memberi pembenaran 

terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh Negara.  
9
 Bandingkan dengan penjelasan J.E Sahetapy, 1995, “Pengamatan Keritis Terhadap 

Penyalahgunaan Kekuasaan” (Bunga Rampai Viktimisasi), PT Eresco, Bandung, Hlm 81. 

Dijelaskan, bahwa pada waktu itu barang siapa yang ingin mempersoalkan apakah HAM – atau 

penyalahgunaan kekuasaan – ada atau tidak, pasti akan berhadapan dengan suatu kekuatan 

telanjang yang secara mental memiliki disiplin bangkai (cadaver discipline). Itu berarti bahwa 

penyalahgunaan pada waktu itu tidak ragu-ragu untuk memperlihatkan giginya, entah dengan 
dalih apa. Lazimnya dalih yang digunakan adalah demi ketertiban dan kedamaian, demi 

pembangunan ekonomi, dan seringkali demi melestarikan pancasila dan UUD 1945.  
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untuk menciptakan pemerintahan yang bersih (good government), serta 

tegaknya supremasi hukum. Oleh karena itu, segala bentuk pelanggaran 

terhadap prinsip-prinsip ini akan memancing reaksi keras dari masyarakat. 

Salah satu bentuk prilaku yang menyerang prinsip-prinsip dan cita-cita 

reformasi maka akan berhadapan dengan reaksi masyarakat. Dengan kata lain, 

karena di era reformasi ini seluruh masyarakat Indonesia memandang bahwa 

kejahatan korupsi telah mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kehidupan 

masyarakat berbangsa dan bernegara.
10

 Oleh karena itu, tidaklah berlebihan 

bila dikatakan bahwa korupsi bukan merupakan kejahatan biasa (ordinary 

crimes) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (extra – 

ordinary crimes) maka memerlukan upaya pemberantasan dengan cara-cara 

yang luar biasa (extra ordinary measure). 

 

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu 

penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Hal ini disebabkan 

karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas sehingga bukan 

saja merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak 

sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Untuk itu pemberantasan tindak 

pidana korupsi tersebut harus dilakukan dengan cara luar biasa dengan 

menggunakan cara-cara khusus. Ketika korupsi telah digolongkan sebagai 

kejahatan luar biasa (extra – ordinary crimes), maka upaya pemberantasannya 

tidak lagi dapat dilakukan secara biasa tetapi harus dilakukan dengan cara-

cara yang luar biasa pula. Namun, kenyataannya kinerja aparat penegak 

                                                           
10

 Nyoman serikat Putra Jaya, 2005, op cit, Hlm 2. 
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hukum dalam menangani korupsi cenderung memposisikan seolah-olah 

korupsi sebagai suatu kejahatan biasa yang akhirnya juga ditangani dengan 

cara-cara biasa pula. Oleh sebab itu, diperlukan reformasi dalam segala aspek 

yang menyangkut upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, beberapa 

aspek yang dimaksut adalah aspek sikap (cara pandang), aspek kebijakan, dan 

aspek pelaksanaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. 

 

Uraian di atas secara keseluruhan ingin menegaskan bahwa upaya reformasi 

pemberantasan korupsi di Indonesia harus didukung oleh tiga aspek yaitu: 

1. Aspek moral masyarakat. 

2. Aspek kebijakan (sebagaimana yang dirumuskan dalam sistem hukum 

di Indonesia). 

3. Aspek pelaksanaan kebijakan. 

 

Aspek moral masyarakat kerap kali dinyatakan masyarakat dalam bentuk 

aksi-aksi, yang di balik aksi itu terkandung makna bahwa masyarakat sangat 

mencela perbuatan para koruptor, di balik aksi itu pula masyarakat ingin 

memberikan sanksi yang lebih berat kepada para koruptor
11

. Oleh sebab itu 

reformasi dalam tataran perubahan, sikap moral ini terjadi apabila seluruh 

elemen bangsa memiliki sikap yang sama terhadap para koruptor. Suatu 

gerakan reformasi yang tidak bergerak di atas sikap moral yang sama hanya 

akan menghasilkan gerakan yang lemah, tidak sistematis, dan pada ahirnya 

tidak mencapai sasaran yang diinginkan. 

 

                                                           
11

 Ibid, Hlm 4. 
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Bertolak dari sikap moral masyarakat secara umum tersebut, maka para 

penentu kebijakan di negeri ini telah menindak lanjutinya ke tahap yang lebih 

konkrit yaitu tahap formulasi kebijakan penanggulangan korupsi di 

Indonesia, yang hasil dari gerakan tesebut adalah dalam bentuk pembaharuan 

perundang-undangan dalam bidang korupsi yakni UU No. 20 Tahun 2001. 

Gerakan pembaharuan perundang-uandangan ini berdasarkan atas pendapat 

bahwa perundang-undangan yang lama tidak dapat lagi digunakan sebagai 

alat untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, oleh sebab itu 

harus digantikan dengan perundang-undangan yang baru yang mengandung 

strategi penanggulangan kehatan korupsi yang lebih baru.  

 

Tahap ketiga, tahap pelaksanaan kebijakan. Membicarakan pelaksanaan 

kebijakan berarti membicarakan bagaimana lembaga atau organisasi hukum 

itu berkerja. Dalam hal ini, Shrode dan Voich mengemukakan bahwa:
12

 

Proses tersebut tidak lain merupakan kegiatan manajemen, di mana 

merupakan seperangkat kegiatan atau proses untuk mengkoordinasi dan 

mengitegrasikan penggunaan sumber-sumber daya dengan tujuan untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

 

Pengadilan sebagai suatu lembaga atau organisasi membuka pintu pengkajian 

tentang bagaimana pengadilan yang diserahi tugas untuk mewujudkan dan 

menegakkan hukum itu berkerja. Dilihat dari aspek keorganisasian, 

pengadilan tidak statis tetapi dinamis. Di mana struktur keorganisasian  dari 

lembaga pengadilan tersebut, yang notabanenya adalah lembaga tidak 

                                                           
12
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bergerak, akan tetapi bila lembaga mulai bergerak, maka terjadilah interaksi 

antara lembaga tersebut dengan lingkungannya. Hal ini terjadi karena 

lembaga tersebut berkerja di dalam  suatu konteks sosial tertentu. 

 

Pada tahap ini, di mana telah di uraikan di atas tingkat keberhasilan upaya 

pemberantasan tindak pidana korupsi sangat bergantung pada banyak faktor, 

artinya berhasil tidaknya upaya pemberantasan korupsi oleh pengadilan tidak 

semata-mata bergantung pada tangan para hakim semata, melainkan 

bergantung pula pada faktor lain di luar hakim. 

Dalam hal ini, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa
13

: 

Di Indonesia, perhatian terhadap faktor manusia, dalam hal ini hakim, 

belum berkembang, bahkan dapat dikatakan belum berkembang sama 

sekali. Perhatian terhadap faktor manusia yang dimaksud adalah latar 

belakang perorangannya, pendidikannya, serta keadaan-keadaan konkret 

yang dihadapinya pada waktu akan membuat suatu keputusan. 

 

Apa yang di kemukakan oleh satjipto Raharjo tersebut, ingin menyatakan 

bahwa, apa yang dilakukan oleh hakim khususnya dalam hubungan dengan 

proses penyelesaian perkara selalu berkaitan dengan proses interaksi sosial 

yang lebih besar (masyarakat pengadilan). 

 

Untuk menjaga eksistensi pengadilan tindak pidana korupsi dalam 

menentukan berhasil atau tidaknya dalam hal mengatasi atau menghukum 

pelaku tindak pidana korupsi tidak terlepas dari dotrin Montesquieu tentang 
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ajaran pembagian kekuasaan (distribution of power) yang salah satu 

ajarannya menyatakan bahwa  kekuasaan kehakiman harus diselenggarakan 

secara independen, yang meliputi: kemandirian personal (personal judicial 

indepence), kemandirian substansial (substantif judicial independence) dan 

kemandirian internal serta kemandirian kelembagaan (institusional judicial 

independence) yang berarti:
14

 

a. Kemandirian substantif adalah kemandirian di dalam memeriksa dan 

memutuskan suatu perkara untuk menegakkan kebenaran dan keadilan 

bagi seluruh rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. 

b. Kemandirian institusional adalah kemandirian lembaga kehakiman 

dari intervensi berbagai lembaga kenegaraan dan pemerintahan lainnya 

di dalam memutus suatu perkara yang sedang diperiksa. 

c. Kemandirian internal adalah kemandirian yang dimiliki oleh peradilan 

untuk mengatur sendiri kepentingan kepersonalian kehakiman meliputi 

antara lain rekruetmen, mutasi, promosi, penggajian , masa kerja, masa 

pensiun.  

d. Kemandirian personal adalah kemandirian dari pengurus rekan 

sejawat, pimpinan dan institusi kehakiman itu sendiri. 

 

Dalam struktur pengadilan, ada berbagai cara penyimpangan yang digunakan 

untuk menghindari sistem peradilan. Diantaranya adalah: mempengaruhi 

penyelidikan dan membujuk pegawai pengadilan menghilangkan berkas 

                                                           
14

 Jeremy Pope, 2007, Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional, Yayasan 

Obor Indonesia, Jakarta, Hlm 120. 

 



16 
 

 
 

perkara, memperhambat perkara. Proses pengadilan yang lambat dapat 

digunakan sebagai indikator terjadinya tindakan korupsi. Mesin administrasi 

pengadilan sebagai bagian dari struktur atau subsistem dari pengadilan turut 

menentukan berhasil atau tidaknya upaya pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi.  

Masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, media masa, maupun 

lembaga swadaya masyarakat, sebagai stake holder perlu terus menerus 

didorong kesadarannya untuk turut berpartisipasi serta memantau jalannya 

reformasi peradilan menuju arah yang lebih baik. Salah satu faktor yang 

menjadi penyebab lemahnya upaya reformasi pengadilan adalah kurang 

efektifnya court management peradilan atau administrasi pengadilan.
15

 Oleh 

karna itu diperlukan langkah-langkah strategis untuk membenahi administrasi 

pengadilan. Tanpa dilakukannya upaya-upaya pembenahan maka 

administrasi pengadilan, khususnya di Pengadilan TIPIKOR, akan menjadi 

semakin rumit, kompleks, lamban, tidak efektif, tidak efesien serta tidak 

aksesibel. 

 

Pembenahan administrasi pengadilan dapat digunakan sebagai sarana atau 

metode untuk menata ulang administrasi pengadilan agar lebih efektif, 

efisien, trasparan, aksesibel, serta bertanggungjawab. Selain itu pembenahan 

administrasi pengadilan juga dapat dijadikan sebagai upaya untuk memberi 

pijakan bagi munculnya hakim-hakim yang memiliki dedikasi, integritas, 
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serta prestasi yang baik sehingga mampu melahirkan putusan-putusan yang 

jujur, adil, tidak memihak dan berkualitas.
16

 

 

Berbicara mengenai administrasi pengadilan, Jeremy Pope mengemukakan 

bahwa
17

: 

Di berbagai negara, ada peluang besar dalam administrasi pengadilan 

terhadap merajarelanya korupsi. Korupsi bisa berkisar dari manipulasi 

berkas perkara hingga penyelewengan pembagian tugas untuk memeriksa 

perkara.  

 

Sejalan dengan pemikiran penulis, Muladi mengemukakan bahwa: 

administrasi pengadilan, sebagai bagian dari subsistem pengadilan baik 

dalam arti court administration maupun sebagai refleksi administration 

of justice, hanya akan berperan maksimal dan bermakna terhadap sistem 

peradilan pidana apabila mengelola jati dirinya sebagai pendukung 

prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka.
18

 

 

Dalam lembaga pengadilan terdiri dari subsistem yang saling berkaitan, 

dimana apabila muncul suatu penyimpangan dalam sistem administrasi 

pengadilan maka dengan sendirinya akan berdampak terhadap kinerja hakim 

dalam menangani perkara korupsi. Dengan kata lain berhasil tidaknya upaya 

pemberantasan korupsi pada tahap ini adalah bergantung pada kerja sama 

antar kelompok-kelompok dalam komunitas pengadilan itu sendiri, dimana 

dalam studi ini fokus perhatian hanya akan ditujukan pada kerja sama antara 

kelompok komunitas yang menggerakkan mesin administrasi pengadilan 
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dengan kelompok komunitas para hakim itu sendiri. Intinya tahap ketiga 

yang disebut sebagai tahap pelaksanaan kebijakan adalah tahap mengelola 

segenap sumberdaya yang dimiliki oleh pengadilan tindak pidana korupsi 

agar bergerak secara efektif dan efesien dalam upaya memberantas tindak 

pidana korupsi dalam wilayah hukum masing-masing pengadilan, yang 

dalam kontek studi ini adalah wilayah hukum dalam Pengadilan TIPIKOR 

pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. 

 

2. Konseptual 

Dalam karya tulis ini, penulis ingin ingin menggunakan beberapa istilah yang 

maknanya disesuaikan dengan fokus kajian yang merupakan fokus perhatian 

utamannya. Makna dari berbagai istilah yang di maksud adalah sebagai 

berikut. 

a. Analisis 

Analisis di dalam karya tulis ini diartikan sebagai kegiatan menguraikan dan 

mengupas soal-soal yang berkaitan di mana menjadi objek kajian karya tulis 

ini, sehingga menghasilkan penjelasan mengenai hubungan dan akibat dari 

hubungan suatu kegiatan.
19
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b. Praktik  

Praktik dimaknai sebagai suatu kegiatan, baik yang bersifat mapan atau 

terpola untuk mencapai tujuan tertentu sebagai mana yang menjadi tujuan 

lembaha tertentu.
20

 

 

c. Tindak Pidana Korupsi 

Adalah serangkayan kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseoarang 

atau lebih yang mana perbuatan yang dimaksud memenuhi segala unsur 

tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Tindak 

Pidana Korupsi.
21

 

 

d. Pengadilan Tinggi 

Adalah pengadilan banding atau pengadilan tingkat kedua. Pengadilan Tinggi 

dibentuk dengan Undang-Undang dan daerah hukumnya meliputi satu daerah 

tingkat I.
22

  

 

e. Hakim  

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan badan 

peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata 

Usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam 
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lingkungan peradilan tersebut di mana di sebutkan dalam UU No. 48 tahun 

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 ayat (5). 

 

f. Studi 

Adalah serangkayan kegiatan yang bertujuan untuk memahami serta 

menjelaskan fenomena dan perkembangan tindak pidana korupsi di suatu 

tempat.
23
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E. Sistematika Penulisan 

Upaya memudahkan maksud dari penulisan ini serta dapat dipahami, maka 

penulis membaginya ke dalam 5 (lima) bab secara berurutan dan saling berkaitan 

hubungannya yaitu sebagai berikut : 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

ruang lungkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis 

dan konseptual serta sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar 

atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari perkembangan kejahatan 

korupsi di Indonesia, penanggulangan kejahatan korupsi dengan sarana penal. 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam 

penelitian meliputi Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, 

Pengumpulan Data dan Pengolahan Data serta Analisa Data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok 

permasalahan tentang apakah praktik pelaksanaan administrasi pengadilan 

pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah sesuai dengan semangat 

reformasi pemberantasan korupsi, serta apakah putusan hakim pengadilan 
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tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang  telah sesuai 

dengan semangat reformasi pemberantasan tindak pidana korupsi.  

V. PENUTUP  

Bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari 

hasil penelitian dan saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian 

permasalahan yang ada guna perbaikan di masa mendatang. 


